BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis
dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan
pengawasan sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DLH melakukan
pengecekan sampel pada air Sungai Ongkag setahun 4 (empat) kali secara
rutin, memberikan pembinaan secara semu terhadap pertambangan tanpa izin,
serta melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan
pengawasan terhadap penyebab matinya ribuan ikan di Sungai Ongkag yang
berasal dari limbah pertambangan tanpa izin. Dalam hal pemberian sanksi,
DLH memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pertambangan tanpa
izin, Akan tetapi realitanya sanksi yang diberikan belum efektif untuk
menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut, sehingga pengawasan yang
dilakukan DLH belum maksimal. Hal ini dikarenakan pertambangan tanpa izin
tidak bisa dihentikan sepihak oleh DLH mengingat aspek ekonomi dan aspek
sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Dalam melakukan pengawasan DLH mengalami beberapa kendala karena
pencemaran tersebut berasal dari pertambangan tanpa izin yang oleh karena itu
dampak aktifitasnya tidak bisa diukur dan dipantau. Selain itu, DLH memiliki

keterbatasan alat dalam melakukan pengawasan sehingga masih membutuhkan
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kerja sama dengan universitas maupun laboratorium untuk menguji hasil

sampel apabila terjadi pencemaran lingkungan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:

1. DLH perlu melakukan pendataan mengenai PETI secara bertahap agar kegiatan
pertambangan tersebut dapat diukur dan dipantau sehingga dapat
meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. DLH juga dapat
melakukan pendampingan dan pembinaan agar PETI tetap mengikuti proses
pertambangan yang baik.

2. DLH perlu menambah jumlah SDM dan memperhatikan alat pengawasan yang

digunakan agar upaya pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal.
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